
adadad 

 
 

 
 

 
BUPATI MUNA 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
 

PERATURAN BUPATI MUNA 

NOMOR 64 TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
  

BUPATI MUNA 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah 
Kabupaten Muna Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan 
Peraturan Bupati Muna tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Tahun Anggaran 2021. 

   
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara  

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional  

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2015 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Pemerintahan Daerah , Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 



Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja; 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 

tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara 
dari Pemerintahan Pusat kepada Pemerintahan Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 

tentang Dana Perimbangan; 

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Hibah; 

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 
tentang tentang Organisasi Perangkat Daerah; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman 
Daerah; 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah; 

27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 

tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 



tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 

2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Daerah; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 
2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 

2021 tentang Peraturan tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi 
Pemerintahan; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus 

di Daerah; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 

2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang 
Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil 
Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 

Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021; 

38. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa. 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Muna  

40. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2012 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 3); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna 

(Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 01 Tahun 2021 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 01. 

 



MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN  PERTANGGUNGJAWABAN  

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2020. 
 
 
 
 

 

 

Pasal 1 
 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 terdiri atas 
1. PENDAPATAN :  

a. Pendapatan Asli Daerah       Rp.         77.163.400.802,00 

b. Dana Perimbangan     Rp     1.158.013.490.217,00 

c. Lain-lain Pendapatan       Rp.              43.281.350.740,00   

    yang Sah   
 

Jumlah Realisasi Pendapatan          Rp. 1.278.458.241.759,00 
 

2. BELANJA :  
1. Belanja Operasi 

a. Belanja Pegawai  Rp. 488.669.611.863,00 

b. Belanja Barang dan Jasa   Rp. 351.021.490.822,00 
c. Belanja Bunga                Rp.        431.123.704,00 
d. Belanja Hibah            Rp.      12.998.809.500,00 

e. Belanja Bantuan Sosial   Rp.     1.580.000.000,00 

2. Belanja Modal          Rp.       226.662.558.333,00 
3. Belanja Tidak Terduga     Rp.        1.749.474.000,00 

4. Belanja Transfer     Rp.     188.606.436.650,00 
             

Jumlah Realisasi Belanja                Rp.  1.271.719.504.872,00 

Surplus/Defisit                      Rp.         6.738.736.887,00 

` 
PEMBIAYAAN : 

a. Peneriman           Rp.   97.245.478.951,96 
b. Pengeluaran     Rp.           0,00 

 
Jumlah Pembiayaan Neto           Rp.    97.245.478.951,96 
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan        Rp.  103.984.215.838,96 

 

Pasal 2 
 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Sebagaimna dimaksud dalam Pasal 1, 
tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.  

 
 
 

 
Pasal 3 

 
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Sebagaimna dimaksud dalam Pasal 1, dirinci 

lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.  
 
 

 
 



Pasal 4 

 
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 

tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini 
 

Pasal 5 
 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Merupakan Bagian yang 
tidak terpisahakan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 6 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna. 
  
 

 
        Ditetapkan di Raha 
                                                                            pada tanggal 19 September 2022  

   
BUPATI MUNA, 

  
 

 
 

LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA 

 
 

 
Diundangkan di Raha  

pada tanggal 19 September 2022 
 
 

 
SEKRETARIS DAERAH, 

 
 

  
 
EDDY 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2022 NOMOR 64  
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 


